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Penulis juga menyadari bahwa pelaksanaan penelitian hingga penyusunan 
skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena 
itu penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:   
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Hamsir, S.H., M.H. Selaku pembimbing I, yang telah ikhlas melayani, 
mengarahkan penulis sejak dari awal hingga saat selesainya studi dan telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberi saran-saran dalam penyusunan 
skripsi ini.  
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Syari’ah dan Hukum yang pernah mengajar dan 
membimbing penulis, serta permohonan maaf apabila ada perbuatan, ucapan serta 
tingkah laku penulis yang tidak sepatutnya dilakukan. 
5. Rasa cinta yang dalam terima kasih  kepada kakak-kakaku tercinta Faisal Agung, 
Erna wati, Erni Wati, Dahlia, Nirwana serta adik-adikku tersayang Dewi Ria, 
Malik Fajar atas doa, perhatian, memberikan semangat dan motivasi kepada 
penulis. 
6. Teman-teman seperjuaganku, Nia Rahmania, Siti Nurhaeni Yeja, Nurhaerati., 
Suriani S., perjuangan kita belum berakhir kawan dan persahabatan kita tetap 
terjalin. 
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Skripsi ini adalah studi kasus tentang tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak di pengadilan negeri Makassar. Pembahasannya adalah bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan penerapan pidana terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terhusus kasus 
No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku serta 
bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis normatif  dan 
yuridis syar’i’. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
library research dan field research. 
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak telah membawa dampak 
negatif terhadap anak, tetapi penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi 
pelaku, karena itu didalam penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian diharapkan dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan tidak terlepas 
dari ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut anak yang  melakukan tindak 
pidana khususnya tindak pidana pencurian. Sehingga putusan yang dijatuhkan 
terhadap anak tidak terlepas dari perlindungan anak dan dan apa yang menjadi hak-
hak anak. Dalam putusan pengadilan  No: 21/Pid.B/2011/PN.Mks. hakim 
menjatuhkan putusan pasal 362 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang tindak pidana pencurian dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana 
pencurian dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terjadi disaat 
persidangan hakim menjatuhkan putusan pasal 362 tentang pencurian, terbukti 
melakukan tindak pidana pencurian terhadap sodari Lius. Putusan-putusan tersebut 
sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sudah memenuhi tujuan hukum. 
Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam disebut sebagai jarima 
pencurian, status hukum  tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam 
memang telah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an maupun hadis, baik dari 
bentuk-bentuk pencurian, unsur-unsur pencurian, pembuktian tindak pidana 
pencurian dan hal-hal yang menggugurkan hukuman bagi pelaku yang melakukan 





A. Latar Belakang Masalah 
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahterah adil dan makmur 
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kualitas sumber daya manusia 
Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara 
terus-menerus, termasuk meningkatkan perhatian terhadap remaja ataupun anak-anak 
sebagai kekayaan dan potensi sumber daya manusia kelak bagi bangsa Indonesia 
dimasa depan. 
Pembicaraan masalah kenakalan anak-anak dan remaja merupakan sesuatu yang 
menarik dan menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini, apalagi jika dikaitkan 
dengan tingkat kenakalan anak dalam kasus penyalagunaan narkotika atau 
perkelahian pelajar dan perbuatan yang menjurus tindakan kriminal, lebih khusus 
pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. 
Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh 
anak. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, anak adalah seorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
1
  
Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang 
selanjutnya disebut delinquency terhadap beberapa perbuatan melawan hukum.  
Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali 
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terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinquency. 
Disamping itu anak delinquency sering melakukan delik pencurian terhadap barang-
barang tertentu. Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal, pasar, dan di tempat-
tempat yang berpotensi lainnya.
2
 Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala 
sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam 
kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur 
dalam KUHP Buku 11 pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 
memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis 
pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada 
pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Selain itu kejahatan yang 
dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 
1997 tentang pengadilan anak.
3
 dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan 
hak-hak anak, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat 
dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga 
tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat 
pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam 
pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan 
hak-hak anak. 
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Sudarsono, Kenakalan Remaja (Jakarta:  Renata Cipta, 2004), h. 4. 
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Bagi sebagian orang menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak baik, akan 
tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting 
dilakukan agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. 
Berdasarkan putusan atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak sejak tahun 2008 sampai tahun 2010, akibat seringnya terjadi pencurian 
yang dilakukan oleh anak seperti yang diungkapkan oleh mustari.
4
  hakim 
menjatuhkan putusan atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak di pengadilan negeri makassar, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana 
terhadap anak, hakim dalam hal ini harus menggunakan dasar pertimbangan yang 
rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan, karena pemidanaan merupakan 
unsur dari hukum pidana dimana pemidanaan itu menpunyai akibat negatif bagi yang 
diberi pidana. 
Konsep Islam tentang pencurian, berbeda dengan konsep yang ada pada KUHP. 
Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pencurian dibedakan menjadi dua macam 
yaitu pencurian ringan dan pencurian berat perbedaan antara pencurian ringan dan 
pencurian berat adalah pencurian ringan yaitu pengambilan harta yang dilakukan 
tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan pencurian berat 
yaitu pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa 
kerelaan pemilik harta disamping itu terdapat unsur kekerasan. Hukuman untuk 
tindak pidana pencurian apabila tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan yaitu 
penggantian kerugian (Dhaman) dan hukuman potong tangan merupakan hukuman 
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pokok untuk tindak pidana pencurian.
5
 Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah 
dalam Surah Al-Maidah ayat 38:   
                               
     
Terjemahnya:  
“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maaidah: (38).6 
Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan 
cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri 
untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong tangan kaki kirinya. Apabila ia 
mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam 
Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan 
menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, 
pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk 
keempat kalinya maka dipotong  kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima 
kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) 
atau sampai ia bertobat.  
Pandangan ini rasanya penting untuk dikemukakan terhadap publik selain ingin 
menunjukkan ketegasan Islam tentang pencurian, juga sangat berpengaruh terhadap 
tindak pidana pencurian yang dilakukan dibeberapa di daerah pada umumnya, dan di 
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Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam :Fiqih Jinayah (Jakarta Sinar Grafika, 2004), 
h. 90. 
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daerah Makassar pada khususnya dengan seringnya terjadi pencurian yang dilkukan 
oleh anak untuk itu penulis mengambil judul skripsi  Tindak Pidana Pencurian 
Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Kasus No: 21/Pid. B/2011/Pengadilan Negeri 
Makasar). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
dirumuskan permasalahan sebaga berikut: 
1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana positif bagi pelaku pencurian yang 
dilakukan oleh anak?  
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak? 
3.  Bagaimana konsep pidana hukum Islam tentang tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional Penelitian    
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefenisikan dan memahami 





a. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 




b. Pencurian adalah orang yang mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki 
barang itu dengan melawan hak.
8
 
c. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9
  
Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan 
kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur delapan belas 
tahun dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak atau 
melawan hukum. 
2. Ruang lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar 
judul skripsi ini, mengembangkan bagaimana dasar pertimbangan hakim, sejauh 
mana  putusan hakim telah mencapai tujuan hukum yaitu memberikan rasa 
keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan, dan pandangan hukum islam tentang 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. 
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D. Tinjauan Pustaka .  
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Makassar). Banyak literatur 
yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas 
secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus 
pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 
pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Hukum Pidana Islam, buku ini 
menjelaskan tentang jarimah hudud, jarimah qishas dan diat dan jrimah ta’zir. 
Buku ini merupakan pendukung yang penting bagi penyusun karena buku ini 
memberikan pengetahuan kepada penyusun mengenai tinjauan hukum pidana 
Islam  terhadap tindak pidana pencurian. 
2. Wagiati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak, buku ini menjelaskan 
bahwa gejala dan timbulnya kenakalan anak hingga hak-hak anak atas 
perlindungan hukum terhadap anak. Buku ini merupakan pendukung yang 
penting bagi penyusun karena buku ini memberikan pengetahuan tentang 
hukum pidana anak.     
3. Sudarsono dalm bukunya Kenakalan Remaja, buku ini menjelaskan bahwa 
suatu perbuatan itu disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut 
bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia 
hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana di dalamnya terkandung 




tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Namun dalam pembahasan 
buku ini ada materi yang memiliki relevansi dalam pembahasan skiripsi ini. 
E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan 
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana positif bagi pelaku pencurian yang 
dilakukan oleh anak.  
b. Untuk mengetahui konsep pidana hukum Islam tentang tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak. 
c.  Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian 
yang dilkakukan oleh anak.  
2. Kegunaan  
1. Kegunaan teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai 
berikut: 
a. Menambah penelaah ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di 
dalam bidang hukum terutama hukum pidana anak dan juga diharapkan 
bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan hukum pidana anak. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana 




2. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan 
hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak 
hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. 
F. Garish Bear Isi Skripsi 
Dalam bagian ini penulis akan memaparkan garis-garis besar dari pembahasan 
ini yakni: 
Bab I membahas tentang atar belakang masalah, rumusan masalah, devenisi 
operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan 
penelitian dan garis-garis besar isi skripsi. Akumulasi dari ini adalah pembahasan 
seputar akar masalah dari penerapan pidana terhadap tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak. 
Bab II menjelaskan tentang berbagai hal menyangkut hukum pidana, tentang 
pencurian yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum 
pidana Islam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 
Bab III membahas tentang metedelogi penelitian. Menjelaskan tentang jenis 
penelitian, jenis pendekatan, pengumpulan data, dan pengelolaan dan analisis data. 
Bab IV membahas tentang putusan hakim dalam tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak. Dan pandangan hukum Islam tentang tindak pidana 
pencurian. 





A. Tinjauan Tentang Tentang Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana dan Pencurian 
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah 
tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik 
jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan 
tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.
1
 Istilah tindak 
pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”,di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, 
yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Mengenai isi dari pengertian tindak 
pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Ada dua aliran yang 
menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. 
Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya. 
Golongan monitis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan 
antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya 
pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana. Berikut ini ada 
beberapa pendapat: 
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a. D. Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah 
1. Perbuatan manusia 
2. Diancam dengan pidana 
3. Melawan hukum 
4. Dilakukan dengan kesalahan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.2 
b. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan 
dalam wet, bersifat melawan hukum, patut dipidana (srafwaardig), dan dilakukan 
dengan kesalahan. 
c. J. Bauman menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 
delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
3
 
Sedangkan dalam golongan dualistis merupakan ajaran yang memisahkan 
antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana. 
a. Prof. Moeljatno, S.H mendefinisikan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa 
pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. 
b. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan 
hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
4
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Berdasarkan pandangan tersebut daapt diambil kesimpulan bahwa tindak 
pidana ialah perbuatan yang dilakukan manusia dan bersifat melawan hukum dan 
dapat dikenai sanksi pidana. 
Adapun unsur-unsur dari tindak pidana: 
1. Unsur tingkah laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh 
karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena 
tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana. 
2. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah 
mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang 
artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan 
mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak 
pidana). 
3. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 
sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 
pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai 
keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara 
perbuatan pelaku dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si 
pelaku. 
4. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: tindak pidana materiil, tindak pidana 
yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak 





5. Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua 
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya 
terdapat pada tindak pidana aduan. 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa 
alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya 
atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan 
untuk dapat dipidananya perbuatan.
5
 
Berdasarkan defenisi sebelumnya maka penulis menyimpulkan tindak pidana 
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, 
dimana pengertian  perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan 
sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif 
(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 
Pada hakekatnya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah 
sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada 
tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan 
masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak 
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pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan 
hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. 
Serelah diuraikan mengenai tindak pidana berikut ini akan dikemukakan 
pengertian pencurian. Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan 
kecenderungan meningkat baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini meresahkan 
masyarakat dan menjadi saah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara 
seksama. 
Tindak pidana pencurian diatur daam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak 
pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana 
pencurian diatur daam Pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam Bahasa 
Belanda sebagi berikut:  
“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort wegneemt, 
met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,wordt, als shulding 
aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete 
van ten hoogsteNegen honderd gulden”. 
Artinya: 
Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya 
merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda 
tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan 
pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.
6
 
Di dalam Buku 1 Bab 1X KUHP tidak memberikan pengertian istilah 
pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut. 
Hal itu ditentukan didalam rumusan pasa 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian 
itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu 
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perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap 
mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang 
orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa 
yang dilarang itu bukannlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan 
unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dalam 
bentuk pokok seeprti yang diatur pasa 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur-unsur objektif. Unsur objektif dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 
mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan 
hukum. Sedangkan unsur subjektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, 
apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana 
pencurian yang terdapat pada rumusan Pasa 362 KUHP.
7
 Dalam KUHP tidak 
diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya 
menyebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. 
Arti tindak pidana menurut Lamintang di dalam buku karangannya tentang 
Kejahatan terhadap harta kekayaan menyebutkan unsur khas dari tindak pidana 
pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.  
Menurut Poerdarminta Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan 
kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang 
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mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara 
yang tidak sah. 
Soerjono soekant secara umum pencurian adalah suatu tindakan seseorang 
dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya 
milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak. 
Dari pendapat tersebut yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak 
dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk 
dimiliki secara melawan hukum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 
Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah 
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh 
perbuatan.
8
 Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana 
pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak  
Pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP. 
Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 
362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut: 
a. Unsur subjektif yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te 
eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 
hukum. 
b. Unsur-unsur objektif yaitu:  
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1. hij atau barangsiapa 
2. wegnemen atau mengambil 
3. eenig goed atau sesuatu benda 
4. dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort atau yang sebagian 
atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
9
 
Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa 
tindak pidana pencurian seperti  yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus 
dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa 
tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang 
pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang 
dilakukan dengan tidak sengaja atau culpoos diefstal. 
Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur: 
a. mengambil 
b. sesuatu benda 
c. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
d. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.10 
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-
Undang Hukum pidana yaitu: 
1. Harus ada perbuatan mengambil 
2. Yang diambil harus sesuatu barang 
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3. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 




Untuk lebih jelasnya  akan diuraikan dari ke empat unsur-unsur pencurian 
tersebut  diantaranya: 
a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya 
waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam 
kekuasaannya, apabila waktu memili barangnya sudah ada ditangannya, maka 
perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. 
Unsur mengambil (pencurian) itu sudah data dikatakan selesai, apabila barang 
tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan 
belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan 
tetapi baru mencoba mencuri. 
b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang 
(manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam 
pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskiun tidak terwujud, 
akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai 
harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita 
(untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu,  termasuk pencurian, 
meskipun dua  helai rambut tidak ada harganya. 
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c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian 
kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka 
sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, 
atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian 
dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak 
menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup didalam, barang-
barang yang sudah dibuang oleh yang punya. 
d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. 
Orang karena keliru mengambil barang orang  lain itu bukan pencurian. 
Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil 
itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu 
mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi 
setelah barang itu datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu 
dimilikinya sudah berada ditangannya.
12
 
3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian 
Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) pencurian dibedakan atas: 
a. Pencurian biasa 
Yang dimaksud dengan pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan 
sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian 
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kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
13
 
Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 362 KUHP, Merupakan bentuk pokok 
tindak pidana pencurian dan yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil, 
sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya keunyaan orang lain, dengan 
maksud untuk menguasi benda tersebut secara melawan hukum. 
b. Pencurian berkualipikasi atau dengan pemberatan 
Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan 
pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian 
yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: 
pidana dengan ancaman penjara sealma-lamanya 7 (tujuh) tahun bagi:
14
  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
 Pertama Pencurian ternak. Di Negara Belanda yang merupakan unsur yang 
memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat pengembalaan 
(“weide”). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan 
yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap 
berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan. 
                                                          
13
Lihat pasal 362 KUHP. Ibid., h. 251. 
14





Kedua Pencurian ada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau 
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang. 
Ketiga Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutu yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu 
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. 
Apa maksud dengan “malam hari” adalah “masa antara matahari terbenam 
dan matahari terbit.”15 Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasa 311 
WvSN) yaitu: 
“pencurian pada waktu istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd). 
Keempat Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Unsur pembaratan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-
sama oleh dua orang atau lebih (“twe of meweerverenigde personen”). 
Istilah “bersama-sama” “verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua 
orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. 
Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai 
kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian. Tidak 
cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan 
pencurian ditempat yang sama. Apabia seorang pencuri melakukan 
pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan 
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juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal 
ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana 
diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP. 
Kelima Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau 
untuk sama ada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, 
memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
2. Jika Pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan 
salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama Sembilan tahun. 
c. Pencurian ringan 
Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: 
pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pasa pencurian barang-
barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang 
tidak bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat 
perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari 
maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. 
Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 60,00. 
Namum dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, 
hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. 





16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 




d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian 
yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
terhadap orang, dengan maksud untuk mepersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya, atau untuk teta menguasai barang yang dicuri. 
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
Kualifikasi pertama Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam 
keretapi atau trem yang sedang berjalan  
Kualifikasi kedua jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Kualifikasi ketiga Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
Kualifikasi keempat Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 
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3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun. 
4. Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan 
luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
17
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai 
berikut: 
1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah 
suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan 
tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau 
pembantu itu, tidak mungkin diadakan tutuntan pidana. 
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, atau sanak  atau keluarga orang itu karena kawin, 
baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang 
dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan 
penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. 
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh 
orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku 
juga bagi orang itu. 
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Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, dipnamakan 
pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah 
termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat 




B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak 
1. Pengertian Anak. 
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi 
nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa 
sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.
19
 
Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk, 
menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum 
mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan 
dilakukan. 
Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan 
kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah 
berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan anak dalam Pasal 1 
ayat (1), ditegaskan bahwa: 
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Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 




Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
pasal 1 point 1 (satu), disebutkan bahwa: 
“Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak dalam kandungan.”  
Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan di antaranya Anak 
adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.
21
 
Defenisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan defenisi 
menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-
sama menetukan sesorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. 
Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. 
Hukum Islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh 
orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.  
Adapun ketentuan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa 
menurut hukum Islam dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi’i, sebagaimana yang 
telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan 
hukum Islam. Imam Syafi’i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun 
baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau 
perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap 
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dewasa. Selain itu seorang anak laki-laki dianggap dewasa ketika  mimpi bersetubuh 
sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap 
dewasa.  
Ter Haar, seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat memberikan 
dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu 
melihat unsur  yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, 




Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan 
yang biasa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak 
dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) 
fase, yaitu: 
1. Fase pertama adalah dimulainya ada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) 
tahun yang bias disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan 
kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan 
kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis 
(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
23
 
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa 
kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu: 
                                                          
22
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 34. 
23





a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode 
intelektual. 
Periode intelektual ini adaalh masa belajar awal dimulai dengan memasuki 
masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori 
pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemapuan anak 
dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau latensi 
(masa tersembunyi). 
b. Masa remaja/ pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan 
periode pueral. 
Pada masa ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan 
berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan 
tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar 
dan lain-lain. 
Sejalan dengan berkembangya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual 
pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan 
pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat 
kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, 
di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
24
 
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan 
masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana 
terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. 







a. Masa remaja atau masa pubertas dibagi Dalam  (empat) fase, yaitu: 
b. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa puera/pra pubertas. 
c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada 
anak wanita pada umumnya berangsung lebih awal dari pada masa pubertas 
anak laki-laki. 
Fase adolescence, dimulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 
21 tahun. Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi 
perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh 
pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-
anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan 
kearah gejala kenakalan anak.
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2. Sebab-Sebab Terjadinya Pencurian  yang dilakukan oleh Anak 
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi 
dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak 
melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam 
yaitu: 
a. Motivasi instrinsik 
Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang 
tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi: 
1. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang 
untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah 
                                                          
25





dan wawasan social yang kurang tajam menyebabakan mereka mudah 
terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinquent jahat. 
2. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya 
kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang 
menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar 
antara 15-18 tahun. 
3. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun 
perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang 
melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding  
perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya 
perbedaan dari segi kualitas kenakalannya. 
b. Motivasi ekstrinsik 
Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri 
seseorang yang meliputi: 
1. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya 
delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (brokem home) dan 
keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. 
2. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang 
menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh 
langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat 





3. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh 
tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada 
pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar 
peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal 
akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh 
eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. 
4. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang 
baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi 




Selain itu menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April tahun 2005 
dengan 20 informan narapidana di lembaga permasyarakatan anak Tanjung Gusta 
Medan disimpulkan penyebab anak melakukan kejahatan di antaranya: 
1. Pengaruh pergaulan. Anak-anak yang ada di Lembaga permasyarakatan 
Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak 
yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak-anak yang tidak sekolah, 
andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau menganggu 
temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka 
mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal 
atau mainan anak-anak sebayanya. 
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2. Kurang perhatian. Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari 
saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian, 
Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan 
pola piker dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang  tidak 
seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti, mencuri, memukul, menendang 
dan tindak kekerasan lainnya. 
Orang tua yang kurang perhatian tentunya tidak mengetahui dan tidak 
mempunyai kesempatan waktu yang luang untuk memberikan pengarahan 
dengan baik dan benar kepada anak-anaknya mengenai perbuatan yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan. Disamping itu, orang dewasa yang ada di sekitarnya 
kurang memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Artinya anak-anak 
kurang mendapatkan bimbingan keagamaan. 
3. Keluarga broken home (keluarga berantakan). Anak yang berasal dari keluarga 
broken home kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah 
kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan. 
4. Ekonomi. Tingakat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang 
tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk 
anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan 
sesuai dengan pola piker yang dimilikinya. Oeh karena itu, terkadang anak 






5. Penpdidikan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak 
mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. 
Dengan banyaknya waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang 
terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang 
menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan 
sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-
kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar 
orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.
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3. Sanksi Pidana Pencurian yang di Lakukan oleh Anak 
Dalam menerapakan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus 
melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-
hak anak yang yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum  tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah.  
1) Undang-Undang: 
a. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir 
Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir 
Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” memberikan 
jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata 
khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan kukum 
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tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang 
miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam 
hal memperoleh keadilan dalam proses hukum. 
Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 karena faktor yang paling 
banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga 
apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah 
yang menjadi terpidanya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh 
karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 
memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat 
Indonesia tanpa pandang status apapun selain status sebagai warga Negara 
yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum. 
b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak 
diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani 
proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam 
menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-
Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menetukan bahwa: 
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan 
berdasarkan kasih saying, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan 
khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan 





menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
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Perlindungan dalam proses hukum merupakan perlindungan terhadap anak 
dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat 
perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar. 
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang 
melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum 
acara maupun ancamannya.  
Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini 
dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak 
dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah 
melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih 
baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 
Dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur Anak Nakal 
yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.
29
 Apabila anak yang bersangkutan 
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telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke Sidang Anak. 
Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan 
berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 
tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 
12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun 
dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa: 
1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: 
a) Menegmbalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. 
b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan 
latihan kerja, atau 
c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial 




2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran 
dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. 
Dari urian tersebut terlihat bahwa juvenile delinquency itu tidak dapat dijatuhi 
pidana. Karena seorang delinquent sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum 
yang menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena 











Prinsip-prinsip perlindungan dalam system peradilan pidana anak diatur oleh 
sejumlah konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan secara nasional 
yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan 
peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam 
system peradilan pidana. Konvensi Internasional itu antara lain: 
1) Deklarasi universal tentang hak asasi manusia resolusi Nomor 217 A III 10 
Desember 1948. 
2) Konvensi internasional hak-hak sipil dan politik 16 Desember 1996 
3) Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang 
kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 10 Desember 
1984 didratifikasi pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998.  
Kemudian ada dua hal yang sifatnya menetukan yang perlu diperhatikan hakim, 
yaitu: 
a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur 
di atas 12 sampai 18 tahun 
b. Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum 
dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin. 
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Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana 
pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang 
tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. 
Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditegaskan 
bahwa: dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, 
hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan 
oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan 
keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan 
antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib 
memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.
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Adapun beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang 
berkaitan dengan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal. 
Pasal 26 
(1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan keapada Anak Nakal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana 
penjara bagi orang dewasa.
33
 
(2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut 
paling lama 10 tahun. 
(3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum 
mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau 
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pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat 
dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf  b. 
(4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum 
mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah 
satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
Pasal 27 
Pidana kurungan yang data dijatuhkan kepada anak Nakal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana 
kurungan bagi orang dewasa.
34
 
       Pasal 28 
(1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar 1/2 dari 
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
(2) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, 
maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
Pasal 30 
(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf  a, paling disingkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 2 (dua) tahun. 
(2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf  
a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka 




Dalam Pasal 26, 27 dan Pasal 28 tersebut di atas terdapat istiah ancaman pidana 
maksimum. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam pidana maksimum, 
yakni ancaman pidana maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, 
yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling 
lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum 
lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana 
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bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP 
tentang Pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 16, 17, 18 
tersebut di atas adalah pidana maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan 
pidana, maka paling lama 1/2 dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan 
pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana 
yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu: 
a. Pidana Mati 
b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. 
c. Pidana tambahan berupa pengumumam keputusan hakim. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak36 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah 
segalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Dimana dalam hal ini pihak yang memberikan perlindungan adaah 
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan pula bahwa penagkapan, penahanan atau tindakan 
hukum lainnya hanya bisa dilakukan apabila tidak ada upaya lain yang dapat 
dillakukan lagi selain mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bahkan anak yang 
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Berdasarkan dasar hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur 
tersebut, maka sangat jelas bahwa semua prosedur hukum yang berkaitan denga delik 
yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan 
kondisi fisik dan psikis dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimana mulai dari 
penangkapan, pemeriksaan perkara, sampai pengambilan putusan harus tetap 
mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi anak. Hal ini 
sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan. 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Selain Undang-Undang , Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian yang 
dilakukan oleh anak adalah Buku Kedua Kejahatan Bab XXII Tentang 
Pencurian pasal 362 yang menyatakan: 
Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. 
Pasal 362 KUHP tersebut jika diberlakukan secara umum tanpa 
mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah dewasa atau belum, 
maka akan sangat tidak adil jika ternyata pelakunya adalah seorang anak yang masih 
dibawa umur maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Buku kesatu 
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Aturan Umum Bab I tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam Perundang-
Undangan Pasal 45 menjadi pertimbangan, dimana pasal 45 KUHP menyatakan 
bahwa: 
Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig), karena 
melakukan perbuatan sebelum cukup umur enam belas tahun, hakim dapat 
menetukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya, atau pemeiharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang 
bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apaun yaitu jika perbuatannya 
merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 
497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua 
tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu 
pealnggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.
38
 
Penanganan kasus dari pasal 45 dan pasal 362 KUHP diatas terkait dengan 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, walaupun keduanya saling 
kontraks akan tetapi mengacu kembali kepada pendapat Soetdjono Dirjosisworo 
tentang perbedaan antara perbuatan melanggar yang dilakukan oleh orang dewasa 
disebut sebagai tindak pidanaakan tetapi pelanggaran yang dilakukan anak dibawah 
umur maka itu belum bisa dikatakan tindak piadana melainkan kenakalan atau 
delinquency. Dari pendapat tersebut jelas bahwa penuntutan putusan hakim dalam 
menangani proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sangat 
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sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dimana pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang 
RI Nomor 4 tahun 1979 yang bertujuan untuk mensejahterakan anak bangsa dengan 
tidak menghambat perkembangannya secara wajar. Dengan adanya putusan untuk 
mengembalikan kepada orang tua, atau yang lebih umum untuk pendidikan anak 
maka itu akan membantu mensejahterakan anak dan bahkan mencerdaskan anak 
tanpa menganggu perkembangan mental anak. 
Adapun pasal yang sesuai dengan penetapan hukum yang terkait kenakaaln 
terhadap orang atau barang adalah Buku Ketiga Bab 1 tentang pelanggaran keamanan 
umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum Pasal 489 KUHP yang 
menyatakan bahwa: Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan 




Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
Undang-Undang dan KUHP sejalan dalam penetapan hukum terhadap tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak. Dimana Undang-Undang dan KUHP tetap 
mengatur agar hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sebaiknya sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur 
bimbingan atau edukatif  tinggi. Baik berupa bimbingan dari orang tua masing-
masing wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan di tempat 
rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih 
sanagt rentan dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan. 
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Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku 
Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala cirri dan sifatnya 
yang khas. Walaupun anak telah dapat sendiri menetukan langkah perbuatannya 
berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat 
mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadai masalah Anak Nakal, 
orang tua dan masyarakat sekelilingya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap 
pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang 
hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat cirri dari 
sifat anak yang khas tersebut, maka daalm menjatuhkan pidana atau tindakan 
terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang 
tuanya. Apabila hubungan antara  orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat 
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga peru memisahkan anak dari 
orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-
mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Di samping 
pertimbangan tersebut, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu 
ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. 
Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang lama 
pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan 
pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang 





maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan 
penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap 
anak. 
Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini 
dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat 
menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut 
dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan 
diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertangungg jawab, dan 
berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Khusus mengenai sanksi 
terhadap anak dalam Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur 
anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun 
hanya dikenakan tindakan, seerti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan 
pada organisasi social, atau, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak 
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan 
pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada 
anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib 
disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada dilingkungan Peradilan Umum 
dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dari sejak ditangkap, ditahan, 
diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-
benar  memahami masalah anak. 





1. Pidana Islam Tentang Pencurian 
Pencurian dalam Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut 
a. Pencurian yang hukumannya had 
Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian,yaitu 
a) Pencurian ringan 
b) Pencurian berat 
Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh abdu Qadir Audah 
adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan 
sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang 
lain dengan cara kekerasan.
40
 
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam 
pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan 
tanpa persetujuannya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan 
dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, di samping itu terdapat 
unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau 
perampokan, dimasukannya perampokan kedalam kelompok pencurian, sebabnya 
karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun 
jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-
terangan, namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, 
perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 
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Pencurian yang hukumannya ta‟zir juga dibagi kepada dua bagian sebagai 
berikut: 
1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak 
terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh 
ayahnya. 
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa 
kerelaannya dan tanpa kekerasan.  
Adapun defenisi pencurian menurut Muhammad Abu Syahbah adalah 
pencurian menurut syara yaitu pengambilan oleh seorang mukalaf  yang baig dan 
beraka terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut 
mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam 
barang yang diambil tersebut.
41
 
Adapun unsur-unsur pencurian itu ada empat macam, yaitu: 
1. Pengambilan secara diam-diam Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila 
pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan 
ia tidak merelakannya. Dengan demikian, apabila pengambilan itu 
sepengetahuan pemiliknya dan terjadi tanpa kekerasan maka perbuatan tersebut 
bukan pencurian melainkan perampasan. 
2. Barang yang diambil berupa harta. Salah satu unsur yang penting untuk 
dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu 
harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan 
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mal, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz maka pencuri 
tidak dikenai hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah 
berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek 




Dalam kaitan dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi untuk bisa dikenakan hukum potong tangan. Syarat-syarat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Barang  yang dicuri harus berupa mal mutaqawwin yaitu barang yang 
bernilai menurut syara. 
b. Barang tersebut harus barang yang bergerak. 
c. Barang tersebut tersimpan ditempat simpanannya. 
d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian. 
Tindak pidana pencurian baru dikenankan hukuman bagi pelakunya apabila 
barang yang dicuri mencapai nishab pencurian.
43
   
3. Harta tersebut milik orang lain. Dalam kaitan dengan unsur yang ketiga ini, 
yang paling penting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu 
bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang 
tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda yang mubah maka pengambilannya 
tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. 
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4. Adanya niat. Unsur yang keempat dari pencurian yang dikenahi hukuman had 
adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku 
pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut 
bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.
44
 
Pembuktian untuk tindak pidana pencurian  dapat di buktikan dengan tiga 
macam alat bukti yaitu: 
1) Dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana 
pencurian, minimal dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila 
saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman. 
2) Dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak 
pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali 
dan tidak pelu berulang-ulang. 
3) Dengan sumpah. Di kalangan Syafi’I berkembang suatu pendapat bahwa 
pencurian biasa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila 
dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui 
perbuatannya maka korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah 
bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah 
maka sumpah dikembalikan kepada penuntut. Apabila pemilik barang mau 
bersumpah maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah 
tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia dikenai hukuman 
had. Akan tetapi, pendapat yang kuat di kalangan Syafi’iyah dan ulam-ulama 
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yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti 
untuk tindak pidana pencurian.
45
 
2. Sanksi Pidana  Pencurian dalam Hukum Pidana Islam 
Hukuman untuk tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri 
dapat dikenai dua macam hukuman yaitu: 
1) Pengganti kerugian (Dhaman) 
Menurut Iman Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat 
dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan 
tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai 
penggantian kerugian. Denagan demikian menurut mereka, hukuman potong 
tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-
sama. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong 
tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah 
Al- Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian. 
Menurut Imam Syafi’i dpan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan 
penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah 
bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah 
(masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai 
imbangan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan 
sebagai imbangan dari hak manusia. 
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Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak 
ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti 
kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman 
potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi 
hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.
46
 
2) Hukuman potong tangan 
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana 
pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah 
ayat 38: 
                                       
Terjemahnya:  
“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, 
sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 




Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, 
baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Hukuman potong tangan dikenakan 
terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri 
dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia 
dikenahi hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga 
kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri 
tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang 
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lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut 
dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat 
kalinya maka dipotong  kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya 
maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau 
sampai ia bertobat. Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang 
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan 
dengan hukuman bagi pencuri: 
 ِإ ِنِ ِس ِر ِقِ ِف ِقِا ِط ِع ِو ِيِا ِد ِهِ ِش ِمِِ إ ِنِ ِس ِر ِقِ ِف ِقِا ِط ِع ِو ِرا ِج ِل ِش,و ِمِِ إ ِنِ ِس ِر ِقِ ِف ِقِا ِط ِع ِو ِيا ِد ِه ِش, ِمِِ إ ِنِ ِس ِر ِق  
ِ ِ ف ِق ِط ِع ِو ِرِا ِج ِل ِو  
Artinya: 
“Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi 
potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya 
(yang kiri), kemudian ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).”48 
Hal-hal yang menggugurkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian 
adalah: 
1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri 
atau tidak mempercayai para saksi. 
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban 
3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila 
pembuktiannya hanya dengan pengakuan. 
                                                          







4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke 
pengadilan. 
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya 
keputusan pengadilan. 
6. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah 
miliknya.
49
 Adapun hadis yang menjelaskan tentang hisab harga barang yang 
dicuri yang menyebabkab potong tangan bagi pelaku pencurian yaitu: 
ِ  ع ب رِ  فِِ  ق را سلاِ  د يِ ع ط ق  تِ:لاقِ مل سوِ
 ويلعِللهاِىل صِ  بِ نلاِن عِ ةش ئا عِثي د ح
يراخبلاِوجرخأ(ِرا ن  ي دِ
Artinya: 
“Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw beliau bersabda dipotong tangan 
pencuri disebabkan mencuri seperempat dinar.”50 
 
D. Dasa Pertimbanhgan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Putusan pengadilan atau yang biasa di sebut dengan putusan hakim sangat 
diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak.
51
Agar dalam menjatuhkan putusan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari Undang-undang Pengadilan 
anak dan Undang-undang Perlindungan anak hakim harus benar-benar 
mempertimbangkan apa yang menjadi hak anak yang malakukan tindak pidana.  
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Pempisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya 
perkara yang diakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin 
terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal 
mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. 
Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya 
dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang 
membuat Case Study entang anak dalam sidang. Pembuatan laporan sosial yang 
dilakukan oleh social worker ini merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang 
sudah berjalan ialah pembuatan Case Study oleh petugas BISPA (Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). 
Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah gambaran keadaan si anak, 
berupa: 
1) Masalah sosialnya 
2) Kepribadiannya 
3) Latar belakang kehidupannya, misalnya: 
a. Riwayat sejak kecil 
b. Pergaulannya di luar dan didalam rumah 
c. Keadaan rumah tangga si anak 
d. Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak 
e. Hunbungan si anak dengan keluarganya 





Semua itu didapat dari keterangan si anak sendiri, orang tuanya, lingkungan 
sekitarnya (guru, RT/RW dan lurah setempat)
52
. 
Case Study  ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di 
kemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan melihat Case 
Study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan 
apabila hakim yang memutus perkara anak tidak di bantu dengan pembuatan Case 
Study, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab 
hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu 
beberapa jam saja dan biasanya dalam Case Study petugas BISPA menyarankan pada 
hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para Hakim guna kepentingan 
dan lebih memenuhi kebutuhan anak. Walaupun Case Study ini tidak mengikat 
Hakim, namun merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan 
oleh  Hakim, sehingga menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana 
anak di muka sidang pengadilan. 
Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan 
tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini 
keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif  
terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum. 
Case Study ini dapat menetukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, 
mengingat Hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhkan tindakan (bagi anak yang masih 
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berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 
sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. 
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 24 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu: 
a. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; 
Putusan demikian dapat dipertimbangkan, bilamana pengadilan meihat dan 
meyakini kehidupan di lingkungan keluarga itu dapat membantu si anak agar 
tidak lagi melakukan perbuatan pidana. 
b. Si anak diserahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan 
latihan kerja. 
Bilama keadaan lingkungan keluarga tidak memberi jaminan dapat membantu 
si anak dalam perbaikan dan pembinaannya. 
c. Si anak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja. 
Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina si 
anak kearah yang lebih baik, sehingga si anak tidak melakukan perbuatan 
pidana lagi. 
Adaun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak terdapat dalam Pasal 23 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan. Pidana pokok meliputi: 





2) Pidana kurungan 
3) Pidana denda 
4) Pidana pengawasan 
Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu atau 
pembayaran ganti rugi. Dalam hal Hakim menjatuhkan memutus untuk memberikan 
pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 
a. Sifat kejahatan yang dijalankan 
b. Perkembangan jiwa si anak 
c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya.53 
Dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya 
para terdakwa kepastian hukum tentang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan 
langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa: menerima 




Pembicaraan terhadap subjek ini dimaksud untuk mengetahiu apa yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khususnya putusan yang 
mengandung pemidanaan.
55
 Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim 
dalam berbagai putusannya akan dilihat dalam dua kategori sebagai berikut: 
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
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a) Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah 
pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan yang dijadikan 
pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan siding 
pengadilan. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang 
perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau yang dialami sendiri. Keterangan 
terdakwa menurut pasal 184 ayat (1) butir (e)  KUHP dinyatakan sebagai 
alat bukti. 
c) Keterangan saksi 
Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan 
putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan 
sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana 
yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang 
pengadilan dengan mengatakan sumpah. 
d) Barang-barang bukti 
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Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penenyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan 
sidang pengadilan. 
e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana 
Salah satu yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-
pasal peraturan pidana. Pasal-pasal ini bermula terihat dan terungkap dalam 
surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan 
hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. 
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
Dalam hal ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang 
bersifat non yuridis adalah sebagai berikut:
57
 
a) Latar belakang perbuatan terdakwa 
Yang dimaksud dalam latar belakang yang dimaksud penulis adalah setiap 
keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada 
diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 
b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban 
atau pun membawa kerugian pada diri sendiri ataupun pada orang lain. 
c) Kondisi diri terdakwa 
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Yang dimaksud kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis 
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang 
melekat pada dirinya. 
d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa 
Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas 
memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus 
dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. 
Berdasarkan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai 
pedoman pemidanaan yang harus di pertimbangkan oleh hakim. Ketentuan 
ini memang belum mengingat pengadilan sebab masih bersifat konsep. 
Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan 
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan 
fakta dan terungkap di muka persidangan. 
e) Faktor agama terdakwa 
Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain 
berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu 
ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusan itu semata-





“Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan 
pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang 
dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah.”1  
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. “Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan 
yang disebut ilmu.”  
Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil 
kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, 
penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, 
faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. 
B. Jenis Pendekatan  
Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif (hukum 
positif) dan teologi normatif (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan 
menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data 
kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi 
yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan dan hukum 
Islam. 
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Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan 
penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas 
hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu 
penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat 
etis.
2
 Pendekatan terhadap hukum yang normatif, mengidentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang 
berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan 
yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit. 
C. Populasi dan sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan individu atau obyek penelitian yang dapat 
memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua hakim dan semua putusan hakim mengenai kasus pencurian dari tahun 
2010-2011 di Pengadilan Negeri Makassar yang telah dilakukan oleh anak yang 
berjumlah 168 kasus, mengingat keterbatasan waktu penelitian dan populasi dalam 
penelitian ini cukup banyak jumlahnya, sehingga dilakukan penarikan sampel yang 
dianggap refrensentatif sehubungan demean masalah yang diteliti.  
2. Sampel. 
Sampel adalah sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati. 
Sebagian wakil dari populasi, sampel harus benar-benar representatif. Unstuck 
mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sampel yang diambil 
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hanya kasus pencurian yang melibatkan anak yaitu bernomor 
185/Pid.B/2010/PN.Mks dan kasus nomor 21/Pid.B/2011/PN.Mks, serta 3 hakim 
yang telah menyidangkan kasus tersebut. Pemilihan kasus tersebut dilakukan secara 
purposive sampling yaitu pemilihan kasus secara sengaja yang dianggap representatif 
mewakili kasus lainnya. 
3. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di pengadilan 
negeri Makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder. 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara 
dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang di pakai sebagai pedoman, tetapi 
variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. 
Tujuannya adalah untuk mecapai kewajaran secara maximal sehingga memudahkan 
memperoleh data secara mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang 
menjadi responden dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap hakim Pengadilan 
Negeri Makassar. 
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 





a. Jenis Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif yaitu 
suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan 
data yang mendalam dan lebih bermakna. 
b. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut 
1. Kepustakaan (library research) 
Library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun  data 
dari berbagai literature baik dari perpustakaan maupun tempat lain.
3
 Untuk 
mengutif berbagai sumberbacaan tersebut, penulis menggunakan dua teknik 
yaitu: 




b) Kutipan Tidak Langsung adalah kutipan yang berisi gagasan pokok dari 
teks yang dikutip.  
2. Lapangan (Field research) 
Data lapangan dengan car-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan 
langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada 
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informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data 
yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan. 
c) Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:  
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu.
5
 Penulis memperoleh keterangan dengan mewawancarai: 
1) Makmur, SH., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) 
2) Natan Lambe, SH., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) 
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), 
gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan. 
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 
mengamati individu atau kelompok secara langsung. 
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 
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d) Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi”seberapa jauh penelitian 
kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. 
Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
4. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
e) Prosedur Peneleitian 
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh nomor putusan dan 
data putusan hakim tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak 
dari Pengadilan Negeri Makassar yang akan menjadi informan dalam penelitian 
ini. Informan pertama ditentukan oleh penulis sendiri sampai akhirnya semua 





4. Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan 
keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. 
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal 
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap 
data tersebut. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah 
yang  berdasarkan  data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kualitatif.  Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 





menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Perkembangan dan perubahan jaman dan keadaan telah memberi warna 
tersendiri terhadap dunia kriminalisasi yang dilakukan oleh anak, khususnya 
pencurian yang diakukan oleh anak. Seeing dalai, memberikan perlakuan terhadap 
anak yang melakuakan kriminal tersebut perlu adanya usaha-usaha kearah 
perlindungan anak. 
Menurut Makmur, S.H., M.H. Penerapan pidana yang dilakukan terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penerapan pidana yang 
dialakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian walaupun 
tetap menggunakan KUHP tetapi ada Undang-Undang tersendiri yang telah mengatur 
tentang anak yang melakukan tindak pidana yaitu  Undang-Undang  Pengadilan Anak 
dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
1
 
Menurut Nathan Lambe, S.H., M.H. Faktor yang sangat berpengaruh sehingga 
menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah  
faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Adapun penerapan pidana terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian yaitu dipenjara, tindakan ke Depsos atau Panti 
sosial. Walaupun dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian  tetap 
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Bila dilihat konteks penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana pencurian sebetulnya sudah ada upaya atau keinginan yang kuat untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu 
dalam hal menjatuhkan putusan atau pemidanaan seorang hakim juga telah 
mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak anak. Sehingga ketika anak yang 
melakukan tindak pidana pencurian kemudian dijatuhkan hukuman penjara, hukuman 
yang diberikan kepada anak tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. 
Adapun tingkat kriminalisasi yang dilakukan oleh anak khususnya tindak 
pidana pencurian dapat kita lihat melalui data-data yang diperoleh dari pengadilan 
Negeri Makassar. 
Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang di lakukan oleh anak berdasarkan 
tahun 2010-2011. 
No Jumlah Kasus  Tahun 
    1 75 2010 
  2 93 2011 
Sumber data Pengadilan Negeri Makassar, Maret 2012. 
Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari data table 2 tindak pidana 
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pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan 
kurangnya kerjasama aparat hukum dan lapisan masyarakat.
3
  
Dari hasil pengamatan perkembangan meningkatnya tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini perlu dilakukannya upaya pencegahan dan 
mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, yang  tidak terlepas 
dari peranan hakim sebagi salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili 
tersangka atau terdakwa. 
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan 
tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang 
akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan 
kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) 
merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. yang dilakukan oleh 
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan 
Tata Usaha Negara. 
Secara umum fungsi kewenangan mengadili dilingkup Pengadilan Negeri telah 
ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 
memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan 
Perdata (umum dan niaga).  
Bagaimana  lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, 
hal ini tergantung pada beberapa hal, yakni:
4
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1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan 
dan Kebenaran; 
2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat 
dipercaya; 
3) Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-
pihak berpekara maupun tekanan publik; 
4) Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih 
mengandung kelemahan; 
5) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum 
sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral; 
6) Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk 
fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.  
Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku terhadap para hakim saja, 
tetapi termasuk pula para penyidik, penuntut umum sebagai bagian dari criminal 
justice system. Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya 
dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana 
terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas 
hukum. 
Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 





selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam 
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu didalam Pasal 28 Undang- 
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa 
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata 
masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain 
harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus 
memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain 
sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan 
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana 
kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana 
pencurian yang dilakukan oleh anak Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang 
mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya 
pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan 
batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat 





seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi 
perbuatannya tersebut. 
Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya 
menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan 
pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana 
agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian 
hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. 
Kemudian beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam 
menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa 
selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan 
melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana 
yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi 
perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut 
telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.   
A. Kasus Pertama Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Putusan 
No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. 
Terdakwa X, telah mengambil 1 (satu) unit HP merk HT casing warna merah 
hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk SPIKE bermotif batik warna abu-abu campur 
putih dan uang tunai Rp. 32,000, yang dilakukan pada hari selasa tanggal 23 
Nopember sekitar pukul 01.30 wita bertempat didalam rumah terdakwa Jalan 





Bahwa benar awalnya saksi mengajak terdakwa ke hotel namun karena tidak 
ada Taxi terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur di rumahnya kemudian 
terdakwa dan saksi tidur dilantai ruang tamu dan setelah saksi korban tertidur 
terdakwa bangun dan mengambil 1 (satu) unit HP merek HT yang tersimpan dibawah 
bantal dan mengambil uang sebesar Rp. 32.000, yang tersimpan di dalam dompet di 
dalam tas gantung yang letaknya disamping kiri bantal kepala korban sedangkan 
sepatu saksi korban, terdakwa ambil di ruang tamu di dekat pintu keluar kemudian 
terdakwa pakai lalu pergi bermalam dirumah temannya yaitu Lk. Bullok. 
Bahwa benar terdakwa kerumah Lk. Randi dan Lk Arman di kompleks H. Kalla 
dan meminta tolong kepada kedua temannya tersebut untuk mencarikan pembeli 
Hand Phone kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut menjual Hand 
Phone Lk. Lius kepada Pr. Erna dengan harga Rp. 300.000 dan uangnya dibagikan 
kepada Lk. Randi dan Lk Arman masing-masing Rp. 50.000, sedangkan sisanya 
sebesar Rp.200.000 terdakwa pakai. 
Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No:185/pid.B/2010/PN.Mks, kemudian Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan 
dengan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-09/Mks/Epp.1/2011 terhadap 
Nama   : X (nama di samarkan) 
Tempat Lahir  : Makassar 





Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Rappokaling Lrg. Kita 1 No. 2l3 Kel. Tammua 
Kec. Tallo Makassar 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Bengkel Motor 
Pendidikan  : SD (tidak tamat) 
Bedasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Bulan Desember 2010 dengan 
Nomor Register Perkara : PDM-09/Mks/Ep/1/2011 
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: 
Bahwa ia terdakwa X, pada hari Selasa tanggal 23 November 2010 sekitar puku 
03.03 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat 
di jalan Rappokaling lorong Kita No. 23 Kelurahan. Tammua, Kecematan. Tallo 
Makassar, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) Unit Hp merek 
HT berwarna merah. 1 (satu) pasang sepatu merek Speke bermotif batik warna abu-
abu dan uang tunai sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu Rupiah) yang sama sekali 
atau sebagian kepunyaan saksi korban Lk. Lius atau orang lain selain terdakwa, 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
a. Bahwa awanya saksi korban Lk. Lius mendatangi rumah terdakwa dan 





b. Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah saksi korban 
tertidur terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Hp merek HT berwarna 
merah yang tersimpan dibawah bantal saksi korban dan uang tunai sebesar 
Rp. 32.000 yang tersimpan di dalam dompet di dalam tas gantung yang 
terletak di samping kiri bantal kepala saksi korban lalu terdakwa memakai 
sepatu merek speke milik saksi korban yang bermotif batik warna abu-abu 
campur putih yang tersimapn di ruang tamu di dekat pintu keuar lalu terdakwa 
pergi meninggalkan saksi korban yang sementara tertidur dengan membawa 
barang-barang milik saksi korban tanpa seisinnya dan selanjutnya terdakwa 
bermaalm di rumah temannya yaitu Lk. Bullok. Dan keesokan harinya 
terdakwa bersama temannya menjual HP merek HT milik saksi korban kepada 
Pr. Erna dengan harga Rp. 300.000. Dan uangnya terdakwa habiskan untuk 
keperluan pribadinya 
c. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian Rp. 
700.000 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daalm pasal 362 
KUHP. 
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu 
dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman selama-






Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengadili terdakwa menyatakan 
terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersaalh melakukan tindak pidana 
pencurian dengan memperhatikan pasal 362. 
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah menajukan pembelaan 
yang pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alas an terdakwa mengakui 
perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidanag oleh Jaksa Penuntut 
Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No. Register perkara 
PDM 09/Mks/EPP/1/2011 tertanggal 30 Desember 2010 yaitu; Pasal 362 KUHP. 
Menimbang, bahwa  dipersidangan jaksa Penuntu Umum telah menghadapkan 
1 (satu) orang saksi yakni Andrius Alias Lius Bin Salempang sedangkan keterangan 
saksi Muh Randi Bin Agus Saleh yang diberikan dibawah sumpah yang termuat 
dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan dimuka persidangan. 
Menimbang bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut. 
Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tealh saing 
sesuai dan didukung pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian. 
Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan 





dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani 
untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini. 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak didapati hal-hal yang dijadikan 
alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar dan terdakwa 
dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Menimbang, bahwa masa penahanan di Penyidikan, Penuntutan dan 
persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan 
agar terdakwa tetap ditahan. 
Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan 
ini. 
Menimbang bahwa sebelum Hakim menentukan pidana yang dijatuhkan, 
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
dari diri terdakwa sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan 
 Terdakwa sopan dalam persidangan mengakui terusterang perbuatannya 
 Terdakwa belum pernah ditahan. 
Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan 





perbuatanpnya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
sebagaimana dalam amar putusan. 
Mengingat perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana penjara dalam pasal 
362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Selanjutnya didalam putusan pengadilan 
Negeri Makassar No. 21/Pid.B/2011/PN.Mks, memutuskan sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa X, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan. 
3) Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhya dari pidana yang dijatuhkan. 
4) Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek HT casing warna 
hitam 1 (satu) pasang sepatu merek Spike bermotif  batik warna abu-abu 
dikembalikan kepada yang berhak. 
6) Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (se 
ribu rupiah). 
B. Kasus Kedua Dengan Putusan No:1845/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Kasus ini berawal pada tanggal 17 November 2010 sekira pukul 03.00 Wita, 
bertempat di asrama mahasiswa batara guru timur jalan Adipura No. 17 Kec. 





melakukan pencurian sebuah laktop merk Toshiba berwarna silver. Dimana peranan 
terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor Honda beat dengan nomor Polisi DD 
4595 JN demean membonceng temannya/Gimpe melintas di jalan Adipura 17 
(Asrama Mahasiswa Batara Guru Luwu Timur) yang saat itu terdakwa dan temannya 
Gimpe (DPO) melihat salah satu pintu jendela dalam keadaan terbuka lebar yang saat 
itu juga terdakwa menghentikan kendaraannya dan secara spontan terdakwa bersama 
temannya (Gimpe) merencanakan dan sepakat untuk melakukan pencurian disekitar 
asrama tersebut. Dengan kata sepakat bahwa terdakwa berjaga-jaga diluar pekarangan 
asrama yang tak jauh dari kendaraannya sambil mengawasi atau melihat jangan 
sampai ada orang yang datang atau melihat apa yang terdakwa kerjakan bersama 
temannya. Sementara teman terdakwa (Gimpe) masuk kedalam pekarangan asrama 
demean cara memanjat pagar kemudian berjalan secara perlahan menuju kamar 
dimana jendelanya terbuka lebar yang tak lama kemudian keluar demean membawa 
barang berupa satu unit laktop merek Toshiba warna silver namun belum sempat 
terdakwa memegang barang tersebut tiba-tiba ada seorang warga masyarakat yang 
melihat teman terdakwa keluar dari kamar membawa laktop yang secara perlahan 
menyembunyikannya dirumput yang tak jauh dari pekarangan asrama Dan berhasil 
melarikan diri sedangkan terdakwatidak sempat melarikan diri karena lebih dulu 
tertangkap oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian dan juga satu unit laktop 





berupa satu unit laktop merek Toshiba dan satu unit motor Honda beat dengan nomor 
polisi DD 4595 JN, sehingga terdakwa ditankap. 
Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No:1845/Pid.B/2010/PN.Mks, kemudian jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan 
dengan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-1561/Mks/Ep/12/2010 terhadap: 
Nama   : X (nama di samarkan) 
Tempat Lahir  : Makassar 
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun /19 April 1994 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Komp.BPKP. kota Makassar. 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan  : SMK 
Bedasarkan surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register 
Perkara : PDM-1561/Mks/Ep/1/2010 terdakwa didakwa melanggar papal 363 ayat (1) 
ke-3, 4 dan 5 KUHP yaitu sebagai berikut: 
Barang siapa demean melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian  milik orang lain yang dilakukan pada malam hari dalai 
sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan secara bersama-





Sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa X terbukti secarah sah Dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam pasal 363 ayat 
(1) ke 3, 4 dan 5 KUHP  keadaan yang memberatkan. 
Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat 
dalam berita acara persidangan 
Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dalam rumusan delik telah 
terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara 
menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan 
perbuatan sebagaimana dalai dakwaan jaksa penuntut umum 
Menimbang bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka majelis akan mempertimbangkan sebagai 
berukut 
Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga 
perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Menimbang  bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus dihukum pula unstuck 





Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus 
tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman 
yang akan dijatuhkan. 
Menimbang bahwa lamanya terdakwa berada dalai tahanan seluruhnya haruslah 
dikurangkan dari hukukman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih 
dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal yang ada pada diri terdakwa baik hal 
yang memberatkan maupun yang hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan 
yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan. 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi 
lagi 
- Terdakwa adalah seorang pelajar SMK kelas dua 
Maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup adil dan bijaksana 
Memperhatikan papal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya papal 
363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP. 
Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar 





1) Menyatakan terdakwa X terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah 
melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan 
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama enam 
bulan 
3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 
5) Menetapkan barang bukti berupa satu unit laktop merk Toshiba warna silver 
dikembalikan kepada saksi korban Sumardi Mahaseng, satu unit sepeda motor 
Honda beat warna hitam No.pol. DD 4595 JN dikembalikan kepada yang 
berhak 
6) Menbebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar seribu rupiah.                      
 
C. Analisis Penulis Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan 
Oleh Anaka. 
1. Kasus Pertama Dengan Putusan No. 21/Pid.B/2011/PN.Mks. 
Dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Putusan No. 21/Pid.B/2011/PN. 
Mks. Diketahui bahwa majelis hakim merima dakwaan jaksa penuntut umum, 
sebagaimana dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. 
Yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 





2. Yang diambil harus sesuatu barang. 
3. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada 
dalam kekuasaannya, apabila waktu memili barangnya sudah ada 
ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. 
Unsur mengambil (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila 
barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang 
itu, dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan 
mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri. 
b. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang 
(manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam 
pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskiun tidak terwujud, 
akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai 
harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita 
(untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu,  termasuk pencurian, 
meskipun dua  helai rambut tidak ada harganya. 
c.  Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian 
kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka 
sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh 





kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang 
tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup didalam, 
barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya. 
d. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk 
dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang  lain itu bukan 
pencurian. Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila 
waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk 
pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan 
diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang dirumah barang 
itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah 




Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:
6
 
1. Unsur subjektif yaitu unsur yang dari dalam diri pelaku. Pada umumnya para 
pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk yaitu: 
- Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
- Kesengajaan dengan keinginan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn); 
- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis). 
2. Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
- Perbuatan manusia 
- Akibat perbuatan manusia 
- Keadaan-keadaan  
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. 
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Dalam putusan ini penulis bependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
mengambil barang milik orang lain berupa uang, hp dan sepatu dengan maksud ingin 
memiliki barang tersebut secara melawan hak. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, bahwa sebab 
dijatuhkannya pidana kepada terdakwa adalah karena berdasarkan fakta-fakta 
persidangan yang ada, terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam pasal 362 KUHP. 
Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, Majelis Hakim memandang lamanya 
pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam putusan, dirasa cukup adil 
bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih dibawah umur, dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan sesuai dengan 
dakwaan jaksa penuntut umum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. 
2.  Kasus Kedua Dengan Putusan No. 1845/Pid.B/2010/PN.Mks. 
Dari putusan Pengadilan Negeri Makassar Putusan No. 1845/Pid.B/2010/PN. 
Mks. Diketahui bahwa majelis hakim merima dakwaan jaksa penuntut umum, 
sebagaimana dalam pasal 363 ayat satu ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan unsur-unsur: 
1. Barang siapa  
2. Dengan melawan hukum 
3. Telah mengambil barang sesuatu 
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lainYang dilakukan pada malam waktu 





5. Yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang 
6. Yang dilakukan dengan cara memanjat.  
Dalam putusan ini penulis bependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
mengambil barang milik orang lain berupa laktop merek toshibah yang ditaksir 
seharga dua juta rupiah dengan maksud ingin memiliki barang tersebut secara 
melawan hak. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, bahwa sebab 
dijatuhkannya pidana kepada terdakwa adalah karena berdasarkan fakta-fakta 
persidangan yang ada, terdakwa terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam pasal 363 KUHP. 
Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, Majelis Hakim memandang lamanya 
pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam putusan, dirasa cukup adil 
bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih dibawah umur, dengan pidana penjara 
selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan sesuai dengan dakwaan 










D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan 
Oleh Anak 
Selain dalam Undang-Undang dan KUHP. Masalah pencurian juga telah diatur 
dalam al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal 
istilah qisas yang diberlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri hal ini dijelaskan 
dalam al-Qur’an Almaaidah (2) 38:  




“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.7  
 
Adapun tafsiran Qur’an Surah al-Maaidah ayat 38 yaitu: 
“Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni  
sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia 
dengan tangan mereka. Sangat tepat bila tangan yang mereka pergunakan untuk 
keburukan tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yakni sebagai hukuman 
dari Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yakni dalam 
membalasnya. Lagi Maha bijaksana dalam perihal dan larangan-Nya maupun 
dalam ketetapanNya yang bersifat syar’i dan qadari”.8 
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M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan makna ayat tersebut 
adalah bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan 
tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa, yakni pencurian yang mereka 
kerjakan dan sebagai sisksaaan dari Allah yang menjadikan ia jera dan orang lain 
takut melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam 
menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan 
menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu 
sesudah melakukan penganiyayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu 
waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang telah 
dicurinya atau mengembalikan senilainya kepada pemiliknya yang syah, maka 
sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat 
nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
9
   
Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa walaupun tindak pidana 
pencurian tidak di syari’atkan menghilangkan nyawa, akan tetapi hukum potong 
tangan merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun pelaku 
pencurian telah bertobat dan Allah telah menerima taubatnya, karena hukum potong 
tangan berdasarkan Surah al-Maaidah ayat 38 bertujuan agar pelaku pencurian dapat 
merasa jera untuk tidak melakukan pencurian. 
Akan tetapi ironisnya terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 
yang merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, merujuk pada 
pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sehingga kemampuan fisik 
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dan psikis tetap jadi pertimbangan pengadilan putusan atau sanksi dimana dalam al-
Qur’an dijelaskan masalah pengambilan keputusan atau tindak pidana yang harus 
disesuaikan dengan fisik atau kemapuan  terdakwa. 
Dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Surah al-Baqarah (2) 286: 
                                     
                                      
                                     
        
Terjemahnya:   
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami 
memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 





                                                          
10





Adapun tafsiran Qur’an Surah al-Baqarah ayat 286 yaitu: 
“Ayat ini menerangkan bahwa dalam mencapai tujuan hidup itu manusia diberi 
beban oleh Allah swt. sesuai kesanggupannya, mereka diberi pahala lebih dari 
yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang 
telah dilakukannya.  
Dengan ayat ini Allah swt. mengatakan bahwa seseorang dbebani hanyalah 
sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak 
memberati manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan dan 
tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam.”11  
 
Berdasarkan Ayat tersebut dapat dikaitkan dalam kasus pencurian yang 
dilakukan oleh anak bahwa ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian 
seorang hakim haruslah membebankan hukuman yang sesuai dengan kesanggupan 
anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Karena sesungguhnya Allah tidak 
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut.  
Sehingga aturan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak serta Pasal 45, pasal 362, dan pasal 489 KUHP sejalan dengan Al-Qur’an dan 
Al-Hadis sebagai sumber hukum dalam hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang 
tersebut telah diatur mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana yang 
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dilakukan oleh anak terkhusus tindak pidana pencurian agar tidak terlepas dari apa 
yang menjadi hak-hak anak serta kesanggupan anak untuk menjalani hukuman. 
Mengingat bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik 
dalam hukum positif maupun hukum Islam untuk dilakukan, maka diperlukan upaya-
upaya konkrit untuk memgatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah: 
1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan dan keagamaan baik di 
sekolah maupun masyarakat. 
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah, sebab 
peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan berandal pada umumnya 
adalah berasal dari keluarga yang berantakan (broken home) 
3. Penanam nilai sejak dini bahwa Pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan 
tidak boleh dilakukan dalam agama.  
Dari beberapa penjelasan ini, dapat difahami bahwa untuk dapat mengendalikan 
dan menghentikan Tindak pidana pencurian dapat  dilakukan dengan berbagai cara 
seperti dengan mengintensifkan ceramah-ceramah keagamaan dan melaksanakan 
berbagai sosialisasi dengan menjelaskan bahwa pencurian itu membawa  kerusakan 







Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa efek jera dari pelaksanaan sebuah 
putusan hukum hanyalah implikasi (efek) dan bukanlah pokok pertimbangan dalam 
memberikan sebuah keputusan hukum tetap. Olehnya itulah, perlu adanya sebuah 
sketsa kerangka hukum yang berdasarkan hukum Islam yang mentransformasikan 
antara pola pemberian hukum dengan kaidah alamiah dasar yang berujung pada 









Dari hasil penelitian penulis tentang “Tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak (Studi Kasus No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks)”, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak 
berdasarkan putusan No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Yaitu dengan melihat Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. 
Selain itu ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana pencurian yang 
dilakukan oleh anak juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 
dan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 
tentang fakir miskin dan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 
2. Berdasarkan Putusan No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Penerapan pidana yang 
diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan 
menjatuhkan pidana penjara. Selain itu penerapan pidana yang dapat dijatuhkan 
kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana 
kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. 
3. Status hukum pencurian dalam hukum pidana Islam memang telah ditegaskan 





pencurian dalam hukum pidana Islam disebut juga sebagai jarimah pencurian. 
Namun untuk dikatakan sebagai pencurian dalam hukum Islam harus 
memenuhi unsur-unsur pencurian yaitu pengambilan secara diam-diam, barang 
yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain dan adanya niat 
yang melawan hukum. Selain itu pencurian dalam hukum Islam terdiri atas dua 
macam yaitu pencurian yang hukumannya had dan pencurian yang 
hukumannya ta’zir. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas 
tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama 
2.  Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan 
secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-
hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang 
Pengadilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila 
ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam 






4. Dalam ajaran Islam,  kewajiban utama kaum muslim untuk saling 
mengingatkan antara satu sama lain untuk tidak melakukan hal-hal yang di 
larang dalam Agama. Dalam hal ini melarang melakukan pencurian. 
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